BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpuian

L.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
keberadaan hukum investasi setelah diterapkannya otonomi daerah
sesungguhnya, dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang
sekarang telah diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, dalam kenyataan di Kabupaten Bantul masih
menimbulkan suatu hukum investasi yang kontraproduktif dengan
penciptaan iklim investasi yang dikehendaki oleh para investor. Dampak
negatif yang dirasakan investor dalam era otonomi dacrah adalah
munculnya berbagai macam pajak atau retribusi yang dibebankan kepada
dunia usaha. Bahkan seringkali pula terjadi pungutan pajak atau retribusi
daerah yang saling bertumpang-tindih satu dengan lainnya, Hal ini
mengakibatkan menurunnya minat para investor untuk menanamkan
modalnya di Kabupaten Bantul. Selain itu masalah infra struktur yang
kurang memadai yang ada di Kabupaten Bantul menjadi penghambat
kegiatan investasi.

Ketikdapastian hukum menjadi salah satu faktor terjadi penurunan
investasi di Kabupaten Bantul. Upaya pemerintah yang dapat ditempuh
oleh pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi diantaranya dengan
membenahi sistem hukum dan menerapkan penegakan hukum yang ramah
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bagi investasi. Disamping itu pemerintah mengupayakan dengan
membenahi masalah perburuhan, termasuk berbagai peraturan yang
menyangkut hubungan kerja yang akrab bagi investor, dan membenahi

masalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. Saran-Saran

. Dalam menciptakan kepastian hukum di bidang investasi, hal yang menjadi
mutiak apabila segera dilakukan upaya review terhadap seluruh peraturan
baik pada tingkat pusat maupun daerah berkenaan dengan pengaturan
kegiatan investasi. Review ditujukan guna mengidentifikasi sejauh mana
hukum investasi tersebut telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dari
para investor. Apabila terdapat inkonsistensi antara peraturan di tingkat
pusat dengan tingkat daerah, semestinya jajaran pemerintah untuk
melakukan harmonisasi dan mensinkronisasi peraturan-peraturan yang
berlaku terkait dengan masalah investasi.

2. Sehubungan dengan telah diratifikasinya TRIMS' oleh Indonesia, maka
Indonesia harus menciptakan satu Undang-Undang Investasi yang baru
yang mengantikan Undang-Undang Penanaman Modal asing dan Undang-
Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, maka rancangan perubahan
tersebut harus segera disinkronisasikan dengan UU No.32 Tahun 2004.
Hal ini mutlak dilakukan guna mengantisipasi munculnya benturan
kewenangan atau tartk menarik kewenangan antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Juga perlu ada
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pengaturan yang menertibkan berbagai retribusi atau pungutan yang dibuat
oleh daerah melalui berbagai Peraturan Daerah. Hal ini akan dirasakan adil
oleh para investor agar tidak merasa terbebani dengan berbagai peraturan
dan prosedur yang harus dilaluinya dalam menanamakan modalnya di

Indonesia, khususnya di Kabupaten Bantul.
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